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TOPIK UTAMA

DAMPAK BELANJA PEMILU LEGISLATIF 2009
TERHADAP SEKTOR RIIL

Oleh: Ari Pradhanawati dan Reni Shinta Dewi

Pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif
(Pileg) 9 April 2009 yang lalu, sudah dirasakan
sejak bulan Juli 2008. Para calon anggota legislatif
(caleg) mulai mempromosikan dirinya baik
melalui spanduk, poster, baliho, billboard, kaos
bahkan sampai membuat atribut dari coklat yang
memasang logo/gambar partai politik (parpol).

Promosi diri semakin marak seiring dengan
dihapusnya pajak retribusi iklan bagi para caleg
schingga semakin membuka peluang bagi caleg
untuk lebih banyak mempromosikan dirinya agar
pemilih lebih mengenal sosok para calon
legislator. Kondisi tersebut ternyata telah
mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat
konsumsi masyarakat meningkat drastis. Bahkan
sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi cukup
berarti yaitu berkisar 0,5 persen, artinya bahwa
pemilu tclah mendongkrak pcrmintaan di
masyarakat (Koran Indonesia, 4 September 2008).

Sumbangan tersebut berasal dari banjirnya
pesanan industri tekstil untuk pembuatan kaos dan
spanduk. Meningkatnya permintaan pada sektor
industri makanan dan minuman, serta peningkatan
pada arus transportasi. Sebelumnya, Badan Pusat
Statistik (BPS) memprediksi, pemilu akan
membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
2009. Target inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan
ckonomi 6.2 persen dalam RAPBN 2009 pun bisa
tercapai.

Pasalnya, banyak terjadi transaksi belanja
atribut parpol untuk keperluan masa kampanye
parpol/caleg, belanja atribut itu akan meningkat
dibandingkan kondisi di luar masa pemilu. Ini
merupakan pengulangan Pemilu 2004, Dengan
demand yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi
berjalan normal. Kondisi inilah yang mendorong
perekonomian rakyat bergerak. Di satu sisi ada
suatu kebutuhan mendesak yang harus segera
dipenuhi, di sisi yang lain ada kesanggupan untuk
memenuhi tingkat kebutuhan tersebut.

Di Jawa Tengah, belanja Pemilu Legislatif
2009 hingga putaran pertama Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden 2009 diperkirakan lebih dari
separuh APBD Jateng 2009 yang sebesar Rp 5,2
triliun (Kompas, 2 Maret 2009). Asumsinya,
jumlah caleg DPRD kabupaten/kota di Jateng
sekitar 8.750 orang, dengan asumsi minimal ada
25 parpol di setiap kabupaten/kota dan jumlah
caleg minimal 10 orang tiap parpol. Kemudian
jumlah caleg DPRD provinsi sebanyak 1.350
orang dan jumiah caleg DPR sebanyak 200 orang
masing-masing di 10 daerah pemilihan Jawa
Tengah. Sedangkan jumlah calon anggota DPD
sebanyak 28 orang, maka jumlah peserta Pemilu
2008 di Jawa Tengah sebanyak 10.328 orang calon
legislator.

Dengan asumsi dana kampanye setiap caleg
DPRD kabupaten kota sebesar Rp. 75.000.000,
caleg DPRD provinsi sebesar Rp. 300.000.000,
caleg DPR sebesar Rp. 500.000.000, dan calon
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anggota DPD sebesar Rp. 75.000.000, maka total
dana kampanye peserta pemilu tersebut mencapai
sekitar Rp 1,37 triliun. Jumlah tersebut mungkin
lebih besar, kira-kira mendekati angka Rp. 5,2
triliun, mengingat peserta pemilu membelanjakan
lebih besar dari jumlah yang diasumsikan
(Kompas, 2 Maret 2009). Proses demokrasi seperti
vang telah dijelaskan di atas, secara nyata memberi
peluang atau kesempatan besar bagi semua jenis
kegiatan ckonomi semua skala usaha. Fenomena
tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi
pertumbuhan ckonomi melalui pergerakan
masyarakatmya dalam meng-cover kebutuhan
peserta pemilu, yang bisa disebut dengan
simbiosis mutualistic. Secara makro dapat
dikatakan boros, karena belanja pemilu
menghabiskan dana cukup besar (bagi
pescrtanya), namun di sisi lain sangat
menguniungkan scktor riil yang digerakkan oleh
pengusaha kecil. Peran ekonomi rakyatlah yang
dapat ditekankan bahwa telah terjadi penyerapan
tenaga kerja. Berdasarkan uraian tersebut diatas
sejauhmana dampak belanja Pemilu Legislatif
2009 terhadap sektor riil?

Pengertian Sektor Riil

Sektor riil baik yang informal dan formal
(prosedur akuntansi), sangatlah penting untuk
diprioritaskan. Seperti diketahui, sektor informal,
bagian dari ekonomi dimana transaksi terdiri dari
perdagangan di jalanan, produksi petani skala
kecil, pekerja di tingkat domestik untuk
mempertahankan hidup sehari-hari, yang tidak
dimasukan dalam metoda akuntasi secara resmi;
sehingga tidak masuk dalam GNP/GDP.

Sedangkan sektor formal, adalah dimana
barang dan jasa diproduksi dan diperdagangkan,
vang dibukukan dalam prosedur akuntasi resmi,
merupakan bagian yang tampak dari ekonomi
scktorriil, schingga masuk dalam GNP/GDP.

Sektor riil-lah yang menggerakan ekonomi
masyarakal yang sesungguhnya, yang tidak
manipulatif dan lebih fair terhadap para pelaku dan
masyarakat pada umumnya. Tentu dalam
menjalankan sektor riil tersebut, diperlukan sistem
atau perangkat penunjang, sehingga mekanisme
sekior riil tersebut dapat berjalan lebih efektif dan
efisien. Misalkan sektor permodalan,
perdagangan, dan lain lain. Sistem ekonomi riil
(real economy), adalah ekonomi tanpa riba. Sistem
ckonomi yang benar adalah sistem ekonomi di
mana rakyat memproduksi dan berdagang dengan
jujur dengan tujuan untuk berkontribusi bagi

kekayaan masyarakat secara keseluruhan, Maka
definisi ekonomi sektor riil adalah bagaimana
berputarnya kekayaan yang dihasilkan oleh
perdagangan yang nyata, dari memproduksi
barang-barang dan layanan yang nyata, dijual di
pasar-pasar yang nyata dengan menggunakan mata
uang yang nyata (David Barsamian & Liem Siok
Lan, 2008:88).

Sektor Riil Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan sektor riil berbasis
ekonomi kerakyatan amat penting dan strategis
bagi kemajuan Indonesia karena berbagai alasan.
Pertama, pertumbuhan ekonomi sekitar tiga
persen/tahun, sebagian besar berasal dari sektor
konsumtif (consumtive economy) yang sedikit
sckali menyerap tenaga kerja. Kedua, makin
bertambahnya pengangguran terbuka maupun
tersclubung yang mencapai 40.000.000 orang,
menurunnya pendapatan dan daya beli
masyarakat, dan jumlah penduduk miskin yang
besar.  Ketiga, tidak berimbangnya angka
pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan
angkatan kerja baru (AKB). Angkatan kerja baru
bertambah sekitar 3.000.000 per tahun. Dengan
pertumbuhan ekonomi yang berkisar tiga persen,
berarti jumlah tenaga kerja yang terserap bamu
1.500.000 orang. Keempat, harus diperhatikan
pertumbuhan ckonomi secara langgeng
(sustainable economic growth) suatu bangsa
hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan sektor
riil, bukan karena sektor konsumsi.

Salah satu faktor penting yang menjadi
penyebab belum bangkitnya sektor riil adalah
tingginya tingkat suku bunga komersial. Jika
dibandingkan dengan negara tetangga, rata-rata
tingkat suku bunga komersial di Indonesia
mencapai 17 persen seperti saat ini masih amat
tinggi. Lebih dari itu, masyarakat kecil atan
kelompok usaha kecil menengah (UKM) yang
merupakan tulang punggung kebangkitan scktor
riil (90 persen dari entitas usaha/bisnis di
Indonesia) masih susah mendapatkan akses
permodalan atau kredit dari perbankan.

Tidak-adanya kepastian hukum dan
rendahnya tingkat keamanan di beberapa wilayah
Indonesia turut menyumbang tersendatnya
revitalisasi sektor riil. Hal itu terjadi karena
buruknya law enforcement, adanya inkonsistensi
kebijakan di birokrasi, dan euforia otonomi
daerah. Sitnasi itu diperburuk dengan masih
lemahnya infrastruktur pembangunan (jalan,
transportasi lant, listrik, air bersih, dan jaringan
telekomunikasi), terutama di Kawasan Timur
Indonesia (KTI), kawasan pesisir, pulan-pulan
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kecil, dan dacrah pedesaan. Padahal, kawasan-
kawasan itu sering berfungsi sebagai penyedia
bahan baku bagi proses pembangunan

Penyebab lain belum bangkitnya sektor riil di
Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya
manusia (SDM), terutama dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek), serta

manajemen profesional
v2.ko .com, Maret 2008).

Dampak Belanja Pemilu Legislatif
Terhadap Sektor Riil

Lonjakan belanja iklan menjelang Pemilu
2009 didorong oleh pengalaman parpol pada
kampanye menjelang Pemilu 2004. Pada Pemilu
2004, partai-partai yang paling banyak beriklan
mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan
anggota legislatif. Dari pengalaman itu, menjelang
Pemilu 2009 bisa dipastikan belanja iklan partai
politik akan lebih melonjak.

Selain itu lonjakan belanja iklan Pemilu
2009 juga dipicu oleh masa kampanye yang jauh
lebih panjang dibandingkan dengan masa
kampanye pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Survei Nielsen Media Research Indonesia
menunjukkan, pada Januari-Maret 2008, belanja
iklan pemerintah dan parpol meningkat 62 persen
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun
2007,

Besarnya belanja pemilu memang tidak lepas

2009

dari pemasaran politik, idealnya pemasaran politik
secharusnya tidak hanya dilakukan pada saat
kampanye (Butler & Collins, 2001: 137-139). Saat
ini pemasaran politik hanya sebatas menyediakan
alat bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih
dalam upaya membangun kepercayaan untuk
mendapat dukungan suara tetapi tidak menjamin
sebuah kemenangan (O'Shaughnessy, 2001: 1047-
1057).

Dalam rangka membangun sebuah citra yang
positif oleh para caleg maka dibutuhkanlah suatu
strategi pemasaran yang tepat, seperti yang sering
disebut oleh Philip Kotler & Gary Amstrong
(2004: 80) sebagai bauran pemasaran (marketing
mix), yang terdiri atas 4 P: product (visi-misi &
platform parpol, branding, slogan dan rekam jejak
caleg), price (biaya lobi politik, biaya kampanye
tertutup/terbuka, biaya atribut parpol/caleg), place
(konstituen/ pendukung/massa dan manajer/tim
kampanye), dan  promotion (iklan politik,
kampanye tertutup/terbuka, acara debat dan
publikasi) Citra yang positif akan meningkatkan
daya jual para caleg sehingga harapannya adalah
dipilihnya nama/nomor urut para caleg. Untuk itu
diperlukan biaya politik yang sangat besar dalam
rangka mem-branding para Kkonstituen agar
mereka selalu ingat terhadap pesan iklan yang
dikomunikasikan.

Adapun besarnya biaya belanja Pemilu 2009
dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.
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TABEL 1

BIAYA PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG)
PADA PEMILU LEGISLATIF 2009

NO | BIAYA PENGELUARAN CALEG DPR CALEG DPRD | CALEG DPRD
PROVINSI KAB/KOTA

1 | Biaya setor parpol Rp 100-500 juta | Rp S50-100 juta Rp 20-50 juta

2 | Biaya penjaringan suara Rp 60 juta Rp 30 juta Rp 15 juta
calon terpilih (KTP@Rp 3.000 | (KTP@ Rp3.000 | (KTP@Rp 3.000

X 20.000 org) X 10.000 org) X 5.0000rg)

3 | Biaya sumbangan Rp4jutaX25= |Rp2jutaX40= |Rp1jutaX25=
kegiatan sosial (acara Rp 100 juta Rp 80 juta Rp 25 juta
keagamaan,pertemuan
warga,pengobatan gratis)

4 | Biaya sumbangan Rp10juta X20= | Rp7jutaX 15= | RpSjuta X 10=
infrastruktur (jalan, .. Rp 200 juta Rp 105 juta Rp 50 juta
jembatan&tempat ibadah)

5 | Biaya beasiswa dan Rp2,5 jutaX20= | Rp2jutaX15= | Rp1jutaX 10=
pengobatan individu Rp 50 juta Rp 30 juta Rp 10 juta

6 | Biaya Event (turnamen Rp6jutaX25= |Rp4jutaX15= |Rp2jutaX10=
OR, hiburan, panggung Rp 150 juta Rp 60 juta Rp 20 juta
tabukn) i i sbworiin| - o

7 | Biaya Tim Sukses Rp2jutaX80= | Rp1,5jutaX40= | Rp1jutaX25=

Rp 160 juta Rp 60 juta Rp 25 juta

8 | Sumbangan tokoh&ormas | Rp 70 juta Rp 50 juta Rp 20 juta

9 | Biaya janji kemenangan Rp30jutaX25 |[Rp25jutaX20 | Rp20jutaX 15
(biaya syukuran&bonus) = Rp 750 juta = Rp 500 juta = Rp 300 juta

10 | Biaya serangan fajar Daerah Daerah Daerah

Rp40jutaX4= | Rp25jutaX4= | Rp15 juta X 3=
Rp 160 juta Rp 100juta Rp 45 juta
11 | Pubilkasi (poster,iklan,dil) | Rp 100 juta Rp75 juta Rp 50 juta
TOTAL PENGELUARAN Rp 2,195 Milliar | Rp 1,205 Milliar | Rp 570 juta
GAJI ANGGOTA DPR/DPRD Rp30juta 12X5 | Rp 15juta 12X5 | Rp 9 juta X1 X5
(selama 5 tahun) = Rp 1,8 Miliar = Rp 900 juta = Rp 540 juta

Sumber: MAKI, 2009 (Suara Merdeka, 6 Maret 2009, halaman 15).

Tabel 1 menggambarkan biayva pengeluaran
caleg DPR/DPRD cukup fantatis. Besarnya biaya
belanja pemilu oleh para pampol/caleg adalah untuk
kepentingan belanja atribut parpol/caleg dan
pemasaran politik (markeling of polilics).

Karenanya meskipun pemilu mendatangkan
resiko, ternyata juga mendatangkan peluang bisnis
bagi beberapa kelompok usaha, terutama untuk
keperluan belanja atribut pecmilu vang sudah
menghabiskan dana begitu banyak hanya demi
sebuah "kursi", misalnya membuat pernak-pernik
seperti baliho, spanduk, brosur, stiker, leaflet,
kartu nama, banner, payung, kalender, gelas mug,
pulpen, bungkus rokok, asbak, korek api, kaus,
baju koko, bendera, pin, tas, sampal permen
cokelat, DVD, dll yang bergambar logo parpol
atau foto caleg.

Belanja pemilu juga dihabiskan untuk
kampanye di media cetak (koran dan majalah),
media elektronik (televisi dan radio) termasuk
untuk membantu konstituen dalam bentuk natura
(sembako, semen, uang saku/transport,
snack/makan, dil). Hasil riset AC Nielsen
menunjukkan bahwa belanja pemilu untuk iklan
politik sepanjang tahun 2007 mencapai Rp 1,327
triliun dan tahun 2008 meningkat menjadi Rp
2,208 triliun, tentu meningkat saat pencentangan 9
April 2009. Salah satu faktornya adalah jadwal
kampanye nonrapat umum yang diselenggarakan
selama sembilan bulan jauh lebih lama
dibandingkan Pemilu 2004 (14 hari).

Angka yang sangal spektakuler dalam proses
demokratisasi itu demi memperkenalkan dan
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meningkatkan citra parpol melalui iklan-iklan
politik, utamanya bagi parpol baru yang
mempunyai dana cukup besar, karena akan lebih
efektif jika dibandingkan melalui kampanye rapat
umum. Imbas dari maraknya belanja pemilu, telah
membuka peluang bisnis misalnya: usaha
percetakan, konfeksi dan jasa
pengiriman/transportasi yaitu mulai dari mencetak
surat suara, formulir, kertas segel, kotak suara,
tinta sidik jari, d1l untuk keperluan KPU, membuat
ancka macam pernak-pernik, aksesoris dan atribut
parpol/caleg sampai mengirim logistik pemilu ke
pelosok-pelosok dacrah, juga telah membuka
kesempatan kerja insidentil seperti merangkai
kotak suara dan melipat surat suara, sampai
menjadi panitia ad hoc (PPK, PPS, KPPS, Panwas
provinsi/ kabupaten/ kota/ kecamatan dan PPL).
Ketiga, sektor perhotclan, misalnya rapat-rapat
kampanye tertutup atau rapat-rapat dengan tim
sukses termasuk sosialisasi pemilu juga banyak
disclenggarakan di hotel diadakan di hotel baik
oleh KPU, pemerintah, parpol, caleg atau pihak-
pihak lain yang terkait

Selain sektor riil, ada beberapa sektor di
bidang ekonomi yang terkena pengaruh positif
dalam pelaksanaan Pemilu 2009, khususnya pada
saat momen kampanye, misalnya: Pertama, sektor
transportasi yang banyak dibutuhkan pada saat
kampanye terbuka untuk mengangkut massa ke
suatu tempat (alun-alun, lapangan, dll). Kedua.
sektor telekomunikasi misalnya dengan mengirim
sms yang isinya pesan untuk memilih caleg atan
melalui rumah produksi dan televisi juga
mendapatkan berkah dari penyelenggaraan pemilu
karena durasi tayangan kampanye yang dilakukan
oleh partai politik dan para caleg sudah melebihi
durasi iklan produk komersial. Keempat, scktor
tekstil dan produk tekstil misalnya, juga turnit
kebanjiran order karena banyak parpol baru yang
membutuhkan atribut. Sehingga pesanan pernak-
pernik atribut kampanye berupa kaos, umbul-
umbul, bendera dan lain-lain mengalam: lonjakan
signifikan pada pemilu. Bahkan sektor tekstil dan
produk tekstil (TPT) mengalami lonjakan
signifikan pada pemilu 2009. Asosiasi Pertekstilan
Indonesia memperkirakan jumlah order untuk
produk TPT pada tahun ini bisa menembus angka
Rp. Striliun

minuman, poster dan kebutuhan-kebutuhan
kampanye schingga roda perekonomian semakin
bergerak lebihbaik dari keadaan semula.

Perekonomian masyarakat terutama di level
grass root justru akan mengalami perubahan
positif. Salah satu penyebabnya adalah tingginya
transaksi ekonomi dalam pengadaan atribut
kampanye. Umumnya, unit usaha ini dijalankan
pelaku industri kecil dan menengah. Selain
transaksi ekonomi, upah menjadi partisipan dalam
kampanye juga menjadikan pergerakan ekonomi
di level masyarakat bawah.

Politik nang vang dilakukan para caleg juga
akan meningkatkan tingkat konsumtif masyarakat.
Inflasi untuk sementara bisa dikendalikan kembali
karena banyaknya nang yang beredar sehigga akan
menyecbabkan multi player effect yang baik dalam
berbagai sektor ekonomi.

Saran, perlunya kesiapan pelaku usaha sektor il
dalam mengantisipasi lonjakan pesanan (belanja
pemilu) dalam menghadapi Pemilu 2014.
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